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ABSTRACT 
 
Nowadays, the society desperately needs a financing institution because the loan or credit conditions are 
easy to meet with the community, in contrast to the requirements of other financial institutions such as 
banks. The question in Law No. 42 of 1999, is not found a chapter that can ensnare a third party who 
controls the object of fiduciary guarantee, in a way that is not in accordance with the legal procedures 
set forth in this Criminal Act of fiduciary security. The purpose of research is to know the criminal law 
policy in tackling fiduciary fiduciary crime against fiduciary guarantee which is controlled by third party 
in the positive law at this time. The authors take a sample on the study of criminal cases transfer objects 
that become the object of fiduciary assurance conducted without prior written approval from the 
Fiduciary Receiver that is PT. ARMADA FINANCE Semarang. The result of the research indicates that 
the creditor can perform the fiduciary guarantee execution action that is the confiscation and sale of the 
object which become the object of fiduciary guarantee by way of executorial title or execution parate to 
the Fiduciary Guarantee object even though the Fiduciary Guarantee object is already in the third party's 
control. 
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PENDAHULUAN 
Salah satu jaminan kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan 
kendaraan bermotor disini adalah kenderaan dengan berbagai jenis, tipe dan merek.
1
 Untuk kepentingan 
pengikatan jaminan fidusia kendaraan bermotor, maka yang harus diminta oleh lembaga pembiayaan 
atau kreditor adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan dan syarat-syarat 
lain yang harus dipenuhi oleh debitur. 
Dalam hal ini, debitur dapat diproses tindak pidana sesuai pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 
tahun 1999. Yang menjadi pertanyaan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, tidak ditemukan 
pasal yang dapat menjerat pihak ketiga yang menguasai objek jaminan fidusia, dengan cara yang tidak 
sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana jaminan 
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fidusia ini. Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara 
apapun memberikn keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu 
pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dan atau pemberi Fidusia yang mengalihkan, 
menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dri Penerima Fidusia. 
Tersangka dengan nama AW bin EN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun 
memberikn keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak 
melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia.” Berkas perkara tersangka terlampir No. Pol. : 
BP/29/V/2016/Reskrimsus tanggal 23 Mei 2016 dengan dakwaan adanya perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh tersangka Sdr. AW yaitu berdasarkan keterangan AW obyek jaminan tersebut telah 
dialihkan kepada pihak lain yatu Sdr. SW, maka Sdr. AW terbukti mengalihkan Benda yang menjadi 
obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia 
yaitu PT. ARMADA FINANCE Semarang. 
Berdasar latar belakang sebagaimana diuraikan di atas tulisan ini akan membahas mengenai: 
“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan 
Fidusia Yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga.” Dengan mengajukan permasalahan: Bagaimanakah 
kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia 
yang dikuasai oleh pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ?; Bagaimankah kendala kebijakan hukum 
pidana dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai oleh 
pihak ketiga dalam hukum positif saat ini ?; Bagaimanakah implementasi kebijakan hukum pidana yang 
seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang dikuasai 
oleh pihak ketiga ? 
PEMBAHASAN 
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Jaminan Fidusia. 
Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak sedang mengikatkan dirinya 
untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi). Namun pada kenyataannya tidak 
menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah 
diperjanjikan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam 
setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun dari Undang-Undang.  
Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, wujud dari suatu prestasi yaitu memberi sesuatu, berbuat 
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sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur sebagaimana 
mestinya, ini dkarenakan : 
a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut 
wanprestasi 
b. Karena keadaan memaksa, yakni diluar kemampuan debitur yang disebut juga overmacht. 
Menurut UUJF dalam Pasal 23 ayat (2), bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadai-
kan,atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusa yang tidak 
merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. 
Apabila debitur mengalihkan objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kepada 
pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis maka akibat hukum yang ditimbulkan yaitu berupa perbuatan 
wanprestasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF. 
Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang 
terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai berikut: 
- Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek 
fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 
- Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, mengadaikan atau 
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan 
benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. 
Asas droit de suite merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam 
kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan. Jaminan Fidusia memiliki sifat droit de suite artinya 
Jaminan Fidusia mengkuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda 
berada. Namun sifat ini dikecualikan untuk objek Jaminan Fidusia yang berbentuk benda persediaan 
(inventory). Sifat droit de suite dapat dicontohkan, benda objek Jaminan Fidusia berupa mobil, bus, atau 
truk yang oleh pemilik benda dijual kembali kepada pihak lain, maka dengan sifat droit de suite jika 
debitur cidera janji, kreditur sebagai penerima fidusia tetap dapat mengeksekusi benda jaminan mobil, 
truk atau bus meskipun oleh debitur telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga. Jadi 
penjualan objek Jaminan Fidusia oleh pemilik benda tidak menghilangkan hak kreditur untuk 
mengeksekusi objek Jaminan Fidusia. 
Pengakuan asas droit de suite bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan 
siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan 
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hutang dari hasil penjualan objek Jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Jadi, kepastian hukum 
atas hak tersebut bukan saja ketika objek Jaminan Fidusia masih berada dalam kekuasan debitur tapi 
juga ketika objek Jaminan Fidusia tersebut telah beralih atau berada pada kekuasaan pihak ketiga. 
Dari hasil penyidikan ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka 
AW yaitu berdasarkan keterangan AW dalam pengajuan pembiayaan tersebut AW obyek jaminan 
tersebut telah dialihkan kepada pihak lain yaitu Sdr. S sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), 
maka Sdr. AW terbukti mengalihkan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa 
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia yaitu PT. ARMADA FINANCE Semarang. 
Maka akibat perbuatan Sdr. AW pihak PT. Armada Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 
2.296.176.776 (dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus 
tujuh puluh enam rupiah). 
Kendala Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulngi Tindak Pidana Jaminan Fidusia. 
Berdasarkan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum 
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain 
dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 
oleh hukum.
2
 Oleh karena itu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat atau warga 
negaranya. Wujud perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara diwujudkan melalui peraturan 
perundang-undangan yang terkait, dalam hal ini adalah UUJF. 
Tidak adanya objek jaminan dalam penguasaan debitur salah satunya dapat dikarenakan diperjual-
belikan lagi. Terhadap hal tersebut, mengakibatkan kreditur tidak memperoleh pemenuhan dari pelunas-
an piutangnya. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) UUJF, dapat dikatakan bahwa tindakan debitur 
mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur adalah termasuk dalam 
perbuatan melawan hukum dan dilarang oleh UUJF. 
Pasal 22 Undang-Undang no 42 tahun 1999 menyatakan: 
“Pembeli benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yang merupakan benda persediaan bebas dari 
tuntutan meskipun pembveli tersebut mengetahui tentang adanya jaminan fidusia itu. Dengan 
ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan 
harga pasang.” 
Jaminan Fidusia berdasarkan UUJF lahir pada tanggal pada saat Jaminan Fidusia tercatat dalam 
buku daftar fidusia. Adapun bukti bahwa kreditur merupakan pemegang Jaminan Fidusia adalah 
Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada tanggal yang sama dengan 
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tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti 
Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sah, maka alat bukti lain diluar bentuk 
apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan 
hanya menunjukkan Akta Jaminan yang dibuat Notaris, sebab menurut pasal 14 ayat (3) UUJF maka 
dengan Akta Jaminan Fidusia lembaga fidusia dianggap belum lahir, lahirnya fidusia tersebut adalah 
pada saat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.
3
 
Dan pengalihan tersebut telah nyata dilakukan oleh debitur dengan menerima sejumlah uang dari 
pihak ketiga, dan objek jaminan fidusia beralih kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut juga 
mengalihkan ke pihak lain, mengakibatkan objekjaminan fidusia tidak dapat dilakukan titel 
eksekutorialatau parate eksekusi karena objek jaminan fidusia tidak ditemukan (tidak terlacak). 
Kerugian ini menjadi kerugian bagi kreditur, karena tidak dapat menemukan objek jaminan fidusia 
kepada pihak ketiga atau pihak lain. 
Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 29-34 UUJF. Yang dimaksud dengan eksekusi 
Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 
dikarenakan debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktu kepada kreditur. Dalam 
UUJF sudah ditentukan bahwa cara melakukan eksekusi Jaminan Fidusia adalah dengan pelaksanaan 
titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan benda Jaminan Fidusia secara dibawah tangan. Dalam 
hal benda jaminan dilakukan penjualan di bawah tangan, Undang-Undang memberikan persyaratan 
dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima 
fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam surat kabar yang beredar di 
daerah yang bersangkutan. 
Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang 
Dikuasai Pihak Ketiga. 
Secara umum, dalam hukum jaminan yang objeknya benda bergerak, debitur tidak bisa 
mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan 
Fidusia kecuali yang merupakan benda persediaan (inventory), tapi khusus untuk bentuk Jaminan 
Fidusiahal tersebut diperbolehkan dengan ketentuan harus diberitahukan atau mendapat persetujuan dari 
kreditur, atau dalam hal ini adalah pihak bank. Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut 
dilakukan debitur tanpa diketahui atau mendapat persetujuan dari kreditur tentu saja tidak 
diperbolehkan. 
Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang 
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terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai berikut: 
Pasal 23 ayat (2) isinya adalah larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, mengadaikan 
atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan 
benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. 
Jadi dalam hal ini implementasi kebijakan hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi 
kreditur terhadap adanya pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan debitur bersifat preventif 
dan represif, perlindungan hukum yang bersifat preventif menggunakan dua cara yaitu dengan 
pendaftaran Jaminan Fidusia dan dengan mengasuransikan objek Jaminan Fidusia, sedangkan yang 
bersifat represif dengan pengaturan ancaman pidana terhadap debitur. 
Adapun putusan terhadap tersangka AW dengan Nomor Berkas Perkara : NO. Pol. : 
BP/29/V/2016/ Reskrimsus terkait Pasal 35 dan atau Pasal 36 UU RI no.42 tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia adalah sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa AW bin EN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana “Dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun 
memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak 
tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan 
dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda 
tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan ; 
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia 
yang dikuasai pihak ketiga adalah, kreditur dapat melakukan tindakan eksekusi jaminan fidusia yaitu 
penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara titel eksekutorial 
atau parate eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia walaupun objek Jaminan Fidusia tersebut sudah 
dalam penguasaan pihak ketiga. 
2. Kendala kebijakan hukum adalah mengenai sanksi pidana yang dianggap masih ringan dalam UU 
No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Pasal 36, menentukan sebagai 
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berikut: 
Pemberian fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek 
fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 
3. Implementasi kebijakan hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap 
adanya pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dilakukan debitur bersifat preventif dan represif, 
perlindungan hukum yang bersifat preventif menggunakan dua cara yaitu dengan pendaftaran 
Jaminan Fidusia dan dengan mengasuransikan objek Jaminan Fidusia, sedangkan yang bersifat 
represif dengan pengaturan ancaman pidana terhadap debitur. 
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